Buku Analisis Kebijakan Publik ini  bertujuan
memberikan pemahaman yang mendalam tentang
teori, konsep, dan praktik analisis kebijakan publik yang
kompleks. Pembaca akan mempelajari berbagai
pendekatan, metode, dan teknik analisis untuk
memahami proses pembuatan, implementasi, dan
evaluasi kebijakan publik secara komprehensif.
Cakupan materi mencakup fondasi teoretis analisis
kebijakan, analisis tahapan proses kebijakan, teknik
analisis kuantitatif dan kualitatif, pendekatan analisis
komparatif, serta isu-isu kontemporer dalam analisis
kebijakan publik, seperti tata kelola, partisipasi, dan
akuntabilitas.

Pembaca diharapkan mampu menerapkan berbagai
pendekatan analisis kebijakan, melakukan analisis kritis
terhadap proses dan substansi kebijakan, merancang
penelitian analisis kebijakan yang inovatif, serta
memberikan rekomendasi kebijakan publik yang berbasis
bukti dan mempertimbangkan aspek etika.

Buku ini cocok bagi mahasiswa pascasarjana atau
profesional yang ingin memperdalam pengetahuan dan
keterampilan dalam bidang analisis kebijakan publik.

§i'|WDBEL
PRESS
Kampus ITB Nobel Indonesia ISBN 978-623-6936-55-9

Jalan Sultan Alauddin No. 212 Makassar ||| | I ||| | |‘I||

https://www.nobel.ac.id
email: nobelpress@nobel.ac.id

9" 786236 " 936559

R

ANALISIS

KEBIJAKAN
PUBLIK

Ngng ueseligay sisneuy

Penulis:

Dr. Dra. Harlindah Harniati Arfan, M.AP.
Dr. Basri Rakhman, A.Md., S.Sos., M.Si.

PERCGZ IO YO YD

i NOBEL
PRESS



ANALISIS
KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:
Dr. Dra. Harlindah Harniati Arfan, M.AP.
Dr. Basri Rakhman, A.Md., S.Sos., M.Si.

Editor:
Dr. Maryadi, S.E., M.M., CRA., CRP., CFA.
Dr. Laode Amijaya Kamaluddin, M.Adm.KP.

0,;,0
*\\|l/0

LA

Penerbit
Nobel Dress
2024

-<i>-



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak cipta Pasal 4

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a

merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan

Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya
untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya
untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya
untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan
fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan
ajar, dan

iv. Penggunaan untuk  kepentingan pendidikan  dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan
suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan
tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau
Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidanakan
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
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PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur dihantarkan atas
kebesaran Allah SWT. yang senantiasa memberikan limpahan rahmat,
nikmat dan kesehatan bagi kita semua. Dan atas nikmat-Nya, hingga buku
ajar Analisis Kebijakan Publik dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat
dan salam terkirim untuk Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri
teladan untuk semua ummat manusia.

Analisis kebijakan publik merupakan suatu disiplin ilmu yang
semakin penting dan strategis dalam merespon tantangan-tantangan
pembangunan di era modern. Buku ini hadir sebagai referensi bagi
mahasiswa, praktisi, dan pemerhati kebijakan publik. Di dalamnya,
pembaca akan menemukan berbagai konsep, teori, serta studi kasus
terkait analisis kebijakan publik. Dimulai dari pemahaman dasar mengenai
kebijakan publik, dilanjutkan dengan pembahasan proses perumusan
kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan..

Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan
kepada yang telah membantu terselesaikannya buku ini, yaitu:

1. Keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memberkati dan
mendukung setiap usaha yang saya lakukan.

2. Yayasan Pendidikan Nobel Indonesia, Institut Teknologi dan Bisnis
Nobel Indonesia Makassar baik pengelola dan dosen di mana Penulis
merasakan iklim yang nyaman dan bersahabat

3. Pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan.

Semoga Allah SWT., senantiasa merahmati segala upaya kita
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Makassar, Juli 2024

Penulis
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